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Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis pelaksanaan Good Governance pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, (2) untuk mengetahui berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan Good Governance pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan tahap-tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Good Governance pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur belum optimal. Hal ini dapat dicermati dari pelaksanaan beberapa indikator prinsip Good Governance yang belum dapat dilaksanakan. Dari lima indikator prinsip transparansi hanya tiga indikator yang dilaksanakan yaitu peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, website untuk mengakses informasi oleh masyarakat, dan papan pengumuman, sedangkan balai informasi dan media cetak sebagai wadah pengaduan masyarakat belum terlaksana. Dari lima indikator prinsip akuntabilitas, terdapat empat indikator yang sudah dilaksanakan yaitu mekanisme pertanggungjawaban, pelaksanaan laporan tahunan, pelaksanaan laporan pertanggungjawaban dan sistem pengawasan kinerja pegawai, sedangkan mekanisme reward and punishment belum diberlakukan. Dari tiga indikator prinsip partisipasi masyarakat, hanya satu indikator yang dapat terlaksana yaitu peraturan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat yang beragam, sedangkan forum konsultasi dan temu publik serta media massa sebagai sarana pengaduan masyarakat belum bisa dilaksanakan. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Good Governance berasal dari internal dan eksternal dinas. Faktor pendukung internal berupa Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, sarana dan prasarana yang mendukung serta pendanaan yang memadai. Faktor pendukung eksternal Dinas yaitu partisipasi masyarakat  dan dukungan dari pemerintah dan swasta. Selain itu, faktor penghambat yang berasal dari dalam (internal) yaitu rendahnya kualitas SDM dan kurangnya anggaran. Adapun  faktor penghambat dari luar (eksternal) yaitu tingkat penguasaan teknologi khususnya pengetahuan tentang internet oleh masyarakat secara umum masih kurang. 
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ABSTRACT
The purpose of this study was (1) to analyze the implementation of the Good Governance at the Department of Social Welfare Manpower East Lombok district, (2) to determine the various factors supporting and inhibiting factors encountered in the implementation of the Good Governance at the Department of Social Welfare Manpower East Lombok . The approach used in this study is descriptive qualitative approach. Determination of informants use purposive, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. While the analysis of the data used is a qualitative data analysis stages: data reduction, data display, and conclusion.
The results showed that the implementation of the Good Governance at the Department of Social Welfare Manpower East Lombok is not yet done. It can be observed from the implementation of the principles of good governance indicators that can not be implemented. Of the five indicators of transparency, only three indicators who carried the legislation that guarantees the right to information, the website for access to information by the public, and bulletin boards, while the information center and print media as a forum for public complaints have not been implemented. Of the five indicators of the principles of accountability, there are four indicators that have been implemented, namely accountability mechanisms, the implementation of the annual report, the implementation of the accountability and employee performance monitoring system, while the mechanism of reward and punishment has not been imposed. Of the three indicators of community participation principle, only one indicator that can be done is legislation that accommodates the interests of a diverse community, while the consultation forums and public meetings and the media as a means of public complaints can not be implemented. The factors supporting and inhibiting factors in the implementation of good governance comes from internal and external agencies. Internal factors supporting a Human Resources (HR) professionals, facilities and infrastructure that support and adequate funding. While the Office of the external factors supporting community participation and support from the government and private sectors. In addition, inhibiting factors originating from within (internal) the low quality of human resources and lack of budget. The limiting factor on the outside (external) the level of mastery of particular knowledge of internet technology by the general public is still lacking.
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A. PENDAHULUAN

Good Governance atau tata kepemerintahan yang baik merupakan tuntutan yang muncul akibat praktek-praktek pengelolaan kepemerintahan yang dinilai kurang baik. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik merupakan cita-cita setiap negara  dan salah satu indikator tata pemerintahan yang baik tersebut adalah pemerintahan yang memiliki kepedulian terhadap aspirasi rakyatnya. Konsep pemerintahan yang baik (Good Governance) diharapkan tidak hanya terhenti sebatas pengetahuan saja, akan tetapi  menjadi tradisi dan peradaban pemerintahan. Namun demikian dalam kenyataannya bahwa implementasi good governance selalu menghadapi berbagai permasalahan, begitu juga halnya dengan implementasi Good Governance pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur yang tidak lepas dari berbagai permasalahan. Sebagaimana hasil pengamatan yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa Dinas kurang melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan, misalnya dengan menyediakan media massa lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat, mengenai informasi tentang lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja yang kurang transparan sehingga sebagian masyarakat Lombok Timur menjadi TKI/TKW untuk mendapat pekerjaan.
Lembaga Administrasi Negara dalam Sedarmayanti (2004: 4) mendefinisikan Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Ketiga domain tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi pelaksanaan Good Governance di suatu negara. 
Sementara itu menurut Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Soeharyo (2009: 11) menyebutkan terdapat empat belas prinsip Good Governance yaitu 1) wawasan kedepan, 2) keterbukaan dan transpransi, 3) partisipasi masyarakat, 4) tanggung gugat, 5) supremasi hukum, 6) demokrasi, 7) profesionalisme dan kompetensi, 8) daya tanggap, 9) keefesienan dan keefektifan, 10) desentralisasi, 11) kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat, 12) kemitraan pada pengurangan kesenjangan, 13) komitmen pada lingkungan hidup, 14) Komitmen pada pasar yang fair. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya menganalisis tiga prinsip Good Governance yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan beberapa alasan yaitu sesuai dengan masalah yang dihadapi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, indikator ketiga prinsip tersebut dirasa cukup mudah untuk dianalisis, selain itu ketiga prinsip tersebut dianggap sebagai prinsip utama Good Governance yang saling berkaitan, hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf Mashar yang mengatakatan bahwa sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi Good Governance, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi Masyarakat. Setiap prinsip adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya untuk mencapai manajemen publik yang baik. Secara sederhana kita dapat memahami bahwa dengan adanya transparansi maka memungkinkan tercipta kondisi partisipasi, untuk selanjutnya partisipasi-partisipasi yang ada mendorong munculnya akuntabilitas di hadapan publik
.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan Good Governance pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Timur, dan 2) apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan Good Governance pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur. Sementara itu tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis pelaksanaan Good Governance pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Lombok Timur, dan 2) untuk mengetahui berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan Good Governance pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.
B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif menurut Bodgan dan Taylor (Moleong, 2009: 4) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Dapat juga dikatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah  metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur yang beralamatkan di jalan Selaparang Nomor 12 Gelang, Selong Lombok Timur. Penentuan informan menggunakan teknik Purposive, yaitu metode penetapan informan dengan berdasarkan pada pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011: 85). Adapun kriteria informan dalam penelitian ini yaitu terlibat dalam perencanaan dan perumusan kebijakan dan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data, digunakan analisis data kualitatif dengan tahap-tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Good Governance pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan belum optimal seperti yang digambarkan dalam tabel berikut.
Sementara itu faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Good Governance pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:
	No
	Informan Penelitian
	Faktor pendukung
	Faktor penghambat

	
	
	Internal 
	Eksternal
	Internal 
	Eksternal 

	1.
	IP 1
	1) SDM yang memiliki kapabilitas

2) Pembuatan laporan tahunan, triwulan dan 6bulanan
	1) Saran yang membangun dari masyarakat
	1) Keterbatasan anggaran

2) Keterbatasan SDM

3) Keterbatasan Personil
	1) Tidak ada dukungan dari pemerintah

2) Masyarakat yang tidak mengerti layanan internet

	2.
	IP 2
	1) Pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan

2) Dana yang mencukupi
	1)  Dukungan dari pemerintah

2)  Adanya pengawasan dari inspektorat
	1)  Keterbatasan pendanaan

2)  Keterbatasan SDM
	1) Ketidak pedulian masyarakat

2)  Tidak adanya sistem reward dari pemerintah

	3.
	IP 3
	1)  Kerja keras dari para pegawai

2)  Sarana dan prasarana yang cukup
	1)  Kritik dan saran yang membangun dari masyarakat

2)  Dukungan dari pemerintah dan swasta
	1)  Sarana dan prasarana yang tidak memadai

2)  SDM yang tidak berkualitas
	1)  Tidak ada respon dari masyarakat

2)  Tidak ada dukungan dari pemerintah dan pihak swasta

	4.
	IP 4
	1)  SDM yang berkualitas

2)  Pengawasan dari kepala dinas
	1)  Adanya laporan pertanggungjawaban
	1)  Kurangnya personil

2)  SDM yang tidak berkualitas
	1)  Pengetahuan masyarakat tentang internet/teknologi yang kurang

	5.
	IP 5
	1)   Pembiayaa yang cukup

2)  Sarana dan prasarana yang memadai
	1)  Adanya pengawasan dari inspektorat
	1) Kurangnya dana

2)  Keberadaan undang-undang
	1) Tidak ada dukungan dari pemerintah

	6.
	IP 6
	1) SDM yang berkualitas

2)  Kesadaran akan pentingnya sistem pertanggungjawaban
	1)  Kritik dan saran yang membangun dari masyarakat


	1) Keterbatasan pendanaan

2) Keterbatasan SDM
	1) Pengetahuan masyarakat tentang internet/teknologi yang kurang

	7
	IP 7
	1) Kesadaran akan pentingnya informasi
	
	1) Tidak mengetahui layanan internet
	


2. Pembahasan
a. Pelaksanaan Good Governance pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur

1. Transparansi 

Transparansi sebagaimana yang dikemukakan oleh Bintoro dalam Sunarno (2007:30) adalah suatu kondisi dapat diketahuinya oleh banyak pihak yang berkepentingan misalnya masyarakat dan stakeholders (pemangku kepentingan) mengenai perumusan kebijakan dari pemerintah, organisasi maupun badan usaha.. 

Berkaitan dengan prinsip transparansi tersebut, menurut data hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur bahwa Dinas telah melaksanakan prinsip transparansi ini walaupun menurut peneliti belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari lima indikator pelaksanaan transparansi menurut Bappenas dalam Soeharyo (2009: 12) yaitu peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, keberadaan pusat/balai informasi, keberadaan website untuk mengakses informasi oleh masyarakat, keberadaan media cetak sebagai wadah pengaduan masyarakat dan keberadaan papan pengumuman, terdapat dua prinsip yang tidak dilaksanakan dinas yaitu tidak adanya balai informasi dan tidak terdapat media cetak sebagai wadah pengaduan masyarakat. Akan tetapi walaupun tidak ada balai informasi dan media cetak, masyarakat dapat secara langsung mengadukan permasalahannya kepada dinas, selain dapat datang secara langsung masyarakat juga dapat melakukan pengaduan melalui surat maupun via telpon. Tidak dikeluarkannya media cetak ini disebabkan karena terbentur dana, dimana pemerintah tidak memberikan anggaran dalam pengadaan media cetak. Selain itu ketidaksiapan personil dalam penerbitan media cetak menjadi salah satu alasan tidak dilakukan pengadaan media cetak. Selain itu terdapat tiga indikator transparansi yang dilaksanakan dinas, yaitu peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, keberadaan website untuk mengakses informasi oleh masyarakat dan keberadaan papan pengumuman.
2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dari Good Governance. Akuntabilitas menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban dan lain sebagainya.

Terkait dengan prinsip akuntabilitas tersebut, pelaksanaanya di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur menurut data hasil penelitian yang telah dilaksanakan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari lima indikator prinsip akuntabilitas yang dikemukakan oleh Bappenas dalam Soeharyo (2009: 13) yaitu keberadaan mekanisme pertanggungjawaban, pelaksanaan laporan tahunan, pelaksanaan laporan pertanggungjawaban, keberadaan sistem pengawasan kinerja pegawai dan keberadaan mekanisme reward and punishment, hanya terdapat satu indikator yang tidak dilaksanakan, yaitu mekanisme reward and punishment. Hal ini dikarenakan pengaruh dari  sistem politik yang berlaku dimana yang menduduki jabatan strategis biasanya oleh para pendukung pemerintah yang berkuasa, sedangkan punishment hanya berupa pembinaan yang dilakukan oleh kepala dinas terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran kedisiplinan.

Empat indikator prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur yaitu mekanisme pertanggungjawaban, pelaksanaan laporan tahunan, pelaksanaan laporan pertanggungjawaban, keberadaan sistem pengawasan kinerja pegawai.

3. Partisipasi masyarakat

Partisipasi menurut UNDP dalam Sedarmayanti (2004: 5) adalah setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Terkait dengan prinsip partisipasi masyarakat tersebut, ada tiga indikator prinsip partisipasi masyarakat menurut Bappenas dalam Soeharyo (2009: 12) yaitu keberadaan forum konsultasi dan temu publik, keberadaan media massa sebagai sarana pengaduan masyarakat dan keberadaan peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam.

Dalam pelaksanaannya menurut data hasil penelitian yang telah dilakukan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur menunjukkan bahwa pelaksanaanya masih belum bisa dikatakan baik, hal ini terlihat dari tiga indikator prinsip partisipasi yang ada, hanya terdapat satu indikator yang telah dilaksanakan yaitu peraturan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat yang beragam. Dinas memang memiliki peraturan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat yang beragam, akan tetapi peraturan yang informan tunjukkan kepada penelitipun masih belum bisa memenuhi apa yang peneliti inginkan

Sementara itu indikator keberadaan forum konsultasi dan temu publik, dalam pelaksanaannya di Dinas tidak terdapat forum konsultasi atau temu publik akan tetapi masyarakat bisa langsung melakukan pengaduan secara langsung ke Dinas jika mereka memiliki masalah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan maupun ketransmigrasian. 

Selanjutnya indikator keberadaan media massa sebagai sarana pengaduan masyarakat, dalam pelaksanaannya di Dinas sama halnya dengan media cetak tidak terdapat media massa disebabkan alasan pendanaan dan kesiapan personil, akan tetapi masyarakat dapat langsung ke Dinas dalam menyampaikan aspirasinya. 
b. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Good Governance pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Good Governace menjadi lebih baik. Data hasil penelitian menunjukkan faktor pendukung dalam pelaksanaan Good Governance pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut: a) Faktor Internal. Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung yang berasal dari dalam Dinas yaitu sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas, pelaksanaan laporan tahunan, triwuan dan enambulanan, pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan sehingga profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dana yang mencukupi, sarana dan prasarana yang memadai, adanya pengawasan dari kepala dinas, dan kesadaran akan pentingnya mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan. b) Faktor Eksternal. Faktor pendukung yang berasal dari luar Dinas adalah sebagai berikut: kritik dan saran yang membangun dari masyarakat, dukungan dari pemerintah dan pihak swasta, adanya pengawasan dari inspektorat dan adanya laporan pertanggungjawaban yang selalu dilaksanakan.
Faktor pendukung internal dan eksternal di atas sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tahir tahun 2010 di Universitas Negeri Gorontalo, hasil penelitian Tahir menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya proses implementasi kebijakan transparansi adalah komunikasi, dimana komunikasi telah berjalan efektif dan didukung pula oleh sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial yang memadai serta struktur organisasi Komisi Transparansi yang tidak beberlit-belit disamping itu pula responsivitas pemerintah serta tingkat penerimaan masyarakat yang positif
.
2. Faktor Penghambat
Faktor penghambat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah segala hal yang dapat memperlambat atau bahkan mempersulit pelaksanaan Good Governance pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur. Adapun faktor-faktor penghambat yang berasal dari dalam dinas (internal) maupun berasal dari luar dinas (eksternal) adalah sebagai berikut: 1) Faktor Internal. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Good Governance yang berasal dari dalam dinas yaitu: keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang tidak berkualitas, keterbatasan personil, sarana dan prasarana yang tidak memadai. 2) Faktor Eksternal. Faktor penghambat yang berasal dari luar Dinas yaitu tidak adanya dukungan dari pemerintah dan swasta, pengetahuan masyarakat tentang layanan internet/teknologi yang kurang, ketidakpedulian masyarakat terhadap kebijakan dinas dan tidak adanya sistem reward and punishment dari pemerintah.
Hal tersebut di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifin Tahir tahun 2010 di Universitas Negeri Gorontalo, hasil penelitian Tahir menunjukkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi terhambatnya proses kebijakan transparansi adalah sikap aparatur yang kurang memahami kebijakan transparansi atau dengan kata lain sumber daya manusi aparatur negara yang kurang berkualitas dapat mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan transparansi
.
Selain itu, pendapat Mardoto tahun 2009 juga menegaskan bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Clean and Good Governance (CGG) antara lain yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah mengenai CGG sehingga hanya menjadi slogan dan hanya menjadi wacana belaka dan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan CGG yang kurang. Pendapat Mardoto ini memperkuat hasil penelitian yang telah dilakukan
.
D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan prinsip transparansi akan tetapi masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari lima indikator pelaksanaan transparansi hanya tiga indikator yang dilaksanakan Dinas yaitu peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, keberadaan website untuk mengakses informasi oleh masyarakat, dan keberadaan papan pengumuman. Sedangkan dua indikator prinsip transparansi yang lain belum dilaksankan, yaitu tidak adanya balai informasi dan tidak terdapat media cetak sebagai wadah pengaduan masyarakat, 2) pelaksanaan prinsip akuntabilitas di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari lima indikator prinsip akuntabilitas yang ada, terdapat empat indikator yang sudah dilaksanakan yaitu keberadaan mekanisme pertanggungjawaban, pelaksanaan laporan tahunan, pelaksanaan laporan pertanggungjawaban dan keberadaan sistem pengawasan kinerja pegawai, dan hanya terdapat satu indikator yang tidak dilaksanakan, yaitu mekanisme reward and punishment. 3) pelaksanaan prinsip partisipasi masyarakat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur masih belum bisa dikatakan baik, hal ini terlihat dari tiga indikator prinsip partisipasi masyarakat hanya terdapat satu indikator yang telah dilaksanakan yaitu peraturan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat yang beragam. Sedangkan dua indikator lainnya yaitu keberadaan forum konsultasi dan temu publik serta keberadaan media massa sebagai sarana pengaduan masyarakat belum bisa dilaksanakan. 4) Faktor pendukung yang berasal dari dalam  (internal) Dinas yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional yang dimiliki oleh Dinas, sarana dan prasarana yang mendukung serta pendanaan yang memadai. Sedangkan faktor pendukung dari luar (eksternal) Dinas yaitu partisipasi masyarakat  dan dukungan dari pemerintah dan swasta. 5) faktor penghambat yang dialami Dinas yang berasal dari dalam Dinas (internal) yaitu rendahnya kualitas SDM dan kurangnya anggaran. Adapun  faktor penghambat dari luar (eksternal) yaitu tingkat penguasaan teknologi khususnya pengetahuan tentang internet oleh masyarakat secara umum masih kurang.

2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini disampaikan kepada: 1)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur. Dalam rangka mengoptimalkan penerapan Good Governance agar membuat forum konsultasi dan temu publik untuk lebih memudahkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang akan menyampaiakan keluhan atau permasalahannya. Selain itu diharapkan untuk membuat media massa sebagai wadah penyampaian informasi baru ataupun kebijakan baru oleh Dinas sosial Tenaga kerja dan Transimigrasi Kabupaten Lombok Timur, serta menerapkan mekanismen reward and punishment sebagai landasar dalam meningkatkan motivasi kinerja pegawai. Kualitas Sumber Daya Manusia dari internal Dinas juga perlu ditingkatkan sehingga profesionalisme pegawai dapat meningkat. 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, agar memberikan dukungan berupa anggaran  kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga pembuatan media cetak maupun pengadaan balai informasi dapat terlaksana sebagai wujud dari pelaksanaan transparansi yang merupakan salah satu syarat terciptanya Good Governance. Selain itu Pemerintah jug memiliki kewajiban dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia masyarakat Lombok Timur khususnya terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat tentang teknologi internet. 3)Masyarakat, agar lebih berpartisipasi  aktif dalam memberikan pada setiap kebijakan dinas dan mengontrol pelaksanaanya, melalui pemberian kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan Lombok Timur.
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